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1. Dasar Hukum :

a. Undang-Undang Nornor I 'fahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintirh

Pengganti Undang-undang Nomor 1 l-ahun 2014 'Ientang Pemilihan Gubernlr,

Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang;

b^ IJndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tentang Perubahan Kedua Atiis

Undang-Undang Notnor 23 Tahun 2014 f'entang Pemerintahan Daerah;

c. Undang-Undang Nomor [0 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undan;;-

Undang Nomor 1 Tahr-rn 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggarti

{-lndang-Undang Nomr:r 1 Tahun 2(}14 Tentang Pemilihan Cubernur, Bupati, f)iLn

Walikota Menj adi Undane-U ndang.

d" Undang-Undang Nomor 7 Tahun 20t7 tentang Pernilihan Umum:

e. Peraturan Barvastru Nomor i0 Tahun 2017 tentang Pengar.vasan Pemilihan Kepaia

Daerah; dan

f . Surat l(etua Bawaslu Rl Nomor : 0266iK.BAWASI-tiiPM.00.0fir0412020 langgal i,{i

April 2020" Perihal Pencegahan Tindakan Pelanggaran.

2. Sehubungan dengan pelaksanaail pengawasan tahapan pencalonan, ffral,a dengan ini harri

sampaikan hal-hal sebagai lrenklrt :

a. Bahrva berdasarkan Pasal 71 Ayat (1) tJndang-t.Indang Norror 10 Tahun 2016

menvebutkan Pejabat Daerah. Pe-iabat Aparatur Sipil Negara. Anggata"fNi/POi.RI,

dan Kepala l)esa atau Sebutan Lainl f.urah dilarang n:embuat keputusan claru/atau

tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

b. Bahrva trerdasarkan Pasal 71 Ayat (2) {Jndang-Undang Nomor 10 "l-ahun 20i6

nrenyebutkan Gutrernur atau Wakil Gubernur" tsupati atau Wakil tsupati. dan Waiikcta

atau Wakil Walikota dilarang r:relakukan penggantian pe-jabat 6 (enarn) bulan sebelu,u

tanggal penetapan pasangan caion sampai dengan akhir masajabatan kecuali mendapat

persetr-rf uan teftulis dari lv'lenteri'



c. Bahrva berdasarkan Pasal 7l A5;at (3) tjndang-Ur-rilang Ncmor l0 Tahun 20i6
rnenvebr-rtkan Gubernur atau Wakil Gubernur. Bupati atau Wakil Bupati" dan Walikcta

atau Wakil Walikota dilarang rnenggunakan kervenangan, program, dan kegiatan yaJlg

menguntungkan atau rnenrgikan saiah satu pasangan calon baik di d*erah sendiri

maupun di daerah larn dalam t\,akti.J 6 (enarn) bulan sebeium tanggal penetapitn

pasangan calon sarnpal dengan penetapafl pasangan calon terpilih:

Bahrva berdasarkan Pasal 7l A.vat (5) undang-LJndang Nomor 10 Tahun 20 6

inenvebutkan dalarn hal Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati <Lrn

Waii Kota atau Wakii \\ alikota selaku petahana nrelanggar ketentuan sebagairnarm

ciimaksud pada avat i?) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai Sanksi Pembatalatn

sebagai calon oieh KPU Frovinsi atau KPLI KabupateniKota

Bahrva berdasarkan Pasal 73 Ayat ( i) Undang-Undang Nomor I0 Tahun 20 r 6

menyebutkan Calon danlatau tirn kampanye dilarang menjanjikan daru'atau

mernberikan Liang atau materi lainnya untuk mernpengaruhi penyelenggara pemilihtn

dadatau Pernilih:

Bahrva berdasarkan Pasal 73 Ayat (2) Undang-Undang Nomor I0'rahun 2016

menyebutkan Calon -yang terbukti nrelakukan pelanggaran sebagaimana climaksrul

pada ayat ( l) berdasarkan ptitusan Barvaslu Provinsi dapat dikenai sanksi adrninistrasl

pernbatalan sebagai pasangan caion oleh KPU Provinsi atau KPU KabupateruKota;

Bahrva berdasarkan Pasai 73 A1,at (3) Undang-Undang Nomor l0 Tahun 2016

menyebutkan Tim Kampanye vang terbukti rnelakukan pelanggaran sebagimarra

dirnaksud pada avat i1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempun\ ri

kekuatan hukum tetap dikenai sar"rksi pidana sesuai dengan kerentuan peraturin

perr"rn dang- r"in dangan :

Bahrva berdasarkan Pasal 73 Ayat (4) Lrndang-Llndang Nomor 1C Tahun 2016

rnenvebutkan Selain Calon atau Pasangan Calon. anggota Partai Politik, tirn kampanr e

.dan retralvan, atau pihak lain jriga dilarang dengan sengaja melakukan perbuati,n

meiarvan hukum rnenlanjikan atau memberikan uang atau nrateri lainnya sebagti

irtbalan llepada warga negara lndonesia baik secara langsung ataupun tidak langsur,u

untuk.

1) Mempengaruhi Pernilih r-rntuk tidak menggunakan hak piiih;

2') Ir,4enggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan sua"a

trdak sah. dan

3) Mernpengaruhi Lrntuk mernilih calon tertentu atau tidak mernilih calon tertent-r.

Bahrva berdasarkan Pasai 76 Ayat (1) lJndang-{Jndang Nornor 9 Tahun 2015

rtenyebutkan Kepala Daerah dan Wakii Kepala Daerah dilarang:

1) Membint keputt"tsan yang secara khusus memtrerikan keuntungan pritrac;i"

keluarga, kroni- goiongan tertentu-- arau kelompok poiitiknya ,var g

bertentangan dengan ketentilan peraturan perundang-undangan; dan

d.

(}

i.



t

2) Menyalahgunakan \ /ewenang yang menguntungkan diri sendiri iianiatlu

merugikan daerah,vang dipirnpin

Bahlva berdasarkan Point angka 2 huruf a sampai dengan i diatas, Barvaslu Kabupattxr

Kutai Kartanegara dalam rangka pencegahan tindakan pelanggaran menyalnpaikiu:

imbauan kepada Bupati clan Wakil Bupati l(abupaten Kutai Kartanegara agir
memperlutikan hal-hal sebagai trerikut:

a) Barvaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menghiinbau kepada seluruh pihak terkait pada

Penrilihan Bupatr dan Wakil Bupati Tahun 2020 di l(abupaten Kutai Kartanegara, ag,x

memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berpedornan parla

Undang-Undang nomor I0 Tahun 2016 dan Undang-tJndang Nornor 9 Tahun 2015:

b) Dilarang menggunakan kenetlangan, program dan kegiatan yang rnenguntungkan atan

merugikan salah satu pasangan calon baik didaerah sendiri maupun di daerah la,n

dalarn jangka waktu 6 (enam)bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai

dengan penetapan pasangan calon terpilih di Kabupaten Kutai Kartanegara:

c) Dilarang rnemberikan bantuan uang atau barang sesuai yang diatur dalam peraturan

perundang-undangan; dan

d) Dalam hal adanya laporan dugaan pelanggaran terhadap larangan, maka akan

dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian imbarnn ini disanrpaikan, untuk rnenjadi maklum^

lqurbusan di sampai kan SspadaJllr '

i Ketua Bawasiu Provinsi Kalirnantan Tinor di-Sumarlglg Sebagai laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Ka(anegara di-!ew5,1g12ns.
3. Kepala Ke_iaksaan x*egeri Kabupaten Kutai Kartanegara di-Tenggurons.
4. Kepala Kepolisian Resor Kabupater Kutai Kartanegara di-Tensg$rens.
5. Komandan Kodim 0906 Tenegarong, di-Teasgsrong.-
6 Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartan egara di-lenxeorog
7. Kepala KESBANGPOL Kabupaten Kutai Kartanegara di-Tenegurang.
8. Ketua KPU Kabupaten Kutai Kartanegata dt-Lens!&toll&
9. Arsip.
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